Memutus rantai politik otoriter hanya bisa jika melalui jalan
penegakan HAM. Pengalaman banyak negeri membawa
bukti bahwa penegakan HAM telah menancapkan
episode masa depan politik yang lebih demokratis,
menghormati hak dan melindunsgi minoritas. Akan tetapi,
pada kenyataannya Indonesia mengalami tragedi dalam
upaya menembus keadilan. Praktik penegakan HAM
meluncur pada serangkaian pengadilan yang tidak
membawa pelaku dan tidak mampu mengembalikan
keadilan. Buku ini dengan gemilang mengisahkan ulang

bagaimana politik penegakan HAM tidak berjalan progresif.

Politik ini dijalankan dengan semangat oportunistik dan
berwatak pragmatis. Dedikasi buku ini bukan hanya untuk
para aktivis HAM yang selama ini mengalami kebuntuan
perjuangan, tetapi kaca reflektif bagi korban kenapa
keadilan selalu ditunda. Singkatnya, buku ini dirawat
dengan semangat perjuangan seorang aktivis sekaligus
akademisi. Patut dibaca oleh mereka yang percaya bahwa
perjuangan penegakan HAM bukan
menegakkan benang basah, tetapi kemampuan untuk
merawat harapan di tengah banyak tragedi.
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PENGANTAR PENULIS

Studi politik hukum, termasuk politik hukum hak asasi manusia
(HAM) masih terbilang langka di tengah dominasi kajian-kajian
hukum dalam perspektif normatif. Studi yang kritis atas motif, arah
dan konfigurasi kepentingan di balik konstruksi hipotetis hukum
positif (UU) yang bersifat konstitutum itu masih diragukan dan
bahkan ditolak kehadirannya oleh sebagian kalangan ilmuan hukum
sendiri, sebagaimana dialami oleh sosiologi hukum.

Oleh sebagian kalangan ilmuan hukum yang taat dengan
ajaran Kelsenian, hukum dipandang sebagai undang-undang (UU)
yang imun atas pelbagai aspek di luar hukum, yang diperuntukkan
buat dirinya sendiri yang berada di ruang “vakum”. Aspek-aspek
moral, politik, budaya, dan agama adalah anasir-anasir luar yang
tidak relevan. Itu sebabnya, kehadiran politik hukum, sosiologi
hukum, dan sekarang mulai muncul psikologi hukum yang jelas
menempatkan hukum (UU) sebagai bagian dari variabel sosial yang
interaktif direspon negatif sebagai ancaman atas kemapanan
noramtifitas hukum.

Komunikasi intlektual melalui pelbagai forum diantara
pelbagai aliran pemikiran hukum selama satu dasawarsa terakhir ini
telah menurunkan tensi penolakan terhadap kajian-kajian hukum
yang komprehensif. Lebih-lebih dalam realitasnya UU tidak berada
diruang “vakum”, diperuntukkan bagi kehidupan manusia, konteks
dengan realitas, dan bahkan amat rentan dengan perkembangan
sosial, politik dan ekonomi.

Relevansi dan urgensi politik hukum atau sosiologi hukum
semakin jelas ketika dibutuhkan untuk menjelaskan tidak bekerjanya
UU dengan pelbagai instrumen pelaksananya dalam menyelesaikan
kasus-kasus. Kegagalan penegakan hukum (law enforcement) ternyata
tidak semata-mata karena tindakan nekat aparat penegak hukum
dalam menyalahgunakan kewenangannya, tetapi juga karena proses
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dan substansi dari UU itu sendiri lemah semenjak dibuat; baik karena
kealpaan (by accident) maupun karena kesengajaan (by design).

Buku yang berasal dari disertasi penulis ini fokus pada kajian
politik hukum dalam menyiapkan perangkat perundang-undangan
HAM sebagai dasar hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM
masa lalu guna menjelaskan pandangan bahwa kegagalan penegakan
hukum HAM dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa
lalu memang disiapkan untuk gagal (David Cohen).

Guna menjelaskan kaitan kegagalan pengadilan HAM dengan
produk hukum, buku ini membahas juga negara hukum, demokrasi,
konfigurasi politik dan prodok-produk hukum HAM sepeninggal
Soeharto guna melihat kerangka makro hukum dan politik pem-
buatan peraturan perundang-undangan HAM yang menjadi dasar
hukum penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.

Pada bagian akhir dijelaskan bagaimana dan seperti apa
produk hukum HAM yang seharusnya dibuat di era demokrasi. Apa
yang penulis intordusir di bagian ini didasarkan pada pandangan
bahwa tugas kaum intelektual tidak untuk meratapi masa lalu, dan
bukan pula sekedar memberi makna terhadap realitas sosial HAM
yang telah atau sedang terjadi, tetapi ikut menciptakan sejarah dengan
membangun gerakan pemikiran dan kesadaran kritis untuk memberi
makna bagi masa depan kemanusian kita sendiri.

Kelemahan substansi produk peraturan perundang-undangan
membuktikan bahwa pembuatan hukum yang responsif di level
proses, tidak dengan sendirinya melahirkan substansi perundang-
undangan yang responsif. Variabel proses dan substansi adalah
rangkaian politik hukum HAM yang tidak bisa dipisahkan satu sama
lain. Karena itu, politik hukum HAM yang lemah di masa lalu harus
dimaknai secara reflektif dan objektif untuk merumuskan politik
hukum HAM Indonesia ke depan di era demokratis yang responsif
dalam proses dan responsif dalam substansi.

Menyadari besarnya dukungan dan sumbangan banyak pihak,
penulis haturkan terimakasih kepada semua penulis yang pikiran-
pikirannya saya kutif langsung atau tidak langsung dalam buku ini
dari pelbagai sumber.

Kepada Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (promotor, sekaligus
pemberi kata pengantar) dan Prof. Dr. Satya Arinanto (co-promotor)
saya ucapkan terimakasih banyak. Sumbangan tenaga dan pikiran
keduanya akan saya balas dengan kesungguhan mengembangkan
ilmu ini, di atas pondasi integritas yang kuat.
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Kepada Prof. Dr. Gayus Lumbun, Prof. Dr. Saldi Isra, Prof.
Dr. Nurhasan Ismail, dan Dr. Artidjo Alkostar, saya sampaikan
terimakasih banyak. Pertanyaan dan koreksi yang diberikan saat ujian

“tertutup dan terbuka telah menginspirasi penulis membenahi

substansi buku ini. -

Terimakasih banyak saya sampaikan juga kepada: Prof. Dr.
Edy Suandy Hamid (Rektor Universitas Islam Indonesia), Dr.
Mustagiem (Mantan Dekan FH. UII), Dr. Rusli Muhammad (Dekan
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pencapaian ini. .
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Agung Yudha (mantan Elsam), mas Sriyana (Staf Komnas HAM),
pak Enny Soeprapto (mantan anggota Komnas HAM), dan mas Yusri
beserta segenap staf pengelola S-3 FH UII Terimakasih banyak atas
pelbagai bentuk dukungan anda semua.

Kepada rekan-rekan saya di Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia (Pusham-UTI), khususnya buat Eko
Prasetyo saya sampaikan terimakasih. Anda semua adalah orang-
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anda sangat besar bagi pencerahan setiap anak manusia yang membeli
dan membaca terbitan-terbitan anda.
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Politik Hukum HAM
untuk Ketatanegaraan
Baru

Moh. Mahfud MD

Buku karya Suparman Marzuki ini merupakan hasil karya akademik
yang sangat berharga tentang politik hukum hak asasi manusia di
Indonesia. Isinya kaya dengan informasi dan padat dengan analisis
yang tajam tentang ide, problem, dan harapan bagi masa depan
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pada tahun 1998 kita melakukan reformasi dengan men-
jatuhkan pemerintahan Orde Baru yang berwatak otoriter. Reformasi
dianggap perlu karena sistem politik pada masa itu sangat tidak
demokratis. Pemerintah Orde Baru bersifat sewenang-wenang. Relasi
kekuasaan terjebak dalam sistem patron-client. Pemerintah Pusat yang
berpuncak pada Soeharto sangatlah determinan dan intervensionis.
Itulah sebabnya ketika terjadi krisis multidimensi sejak tahun 1997,
Indonesia merupakan negara yang paling lama menyelesaikannya.
Terlebih lagi ketika Soeharto jatuh, semua aparat pemerintah lemah
dan limbung karena fundamen politik yang lemah dibarengi dengan
kebiasaan bergantung pada pemerintah pusat. Tak ada inisitiaf
signifikan yang muncul dari dderah-daerah untuk secara mandiri
menyelesaikan masalah. Semua menunggu komando dari pusat
seperti yang berlaku selama puluhan tahun.

Sistem politik yang tidak demokratis pada masa lalu juga
ditandai dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini
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menyebabkan gagalnya penegakan hukum dan keadilan serta
perlindungan terhadap hak asasi manusia pada umumnya. Korupst,
kolusi, dan nepotisme (KKN) marak di antero negeri.

Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan
oleh pemerintahan Orde Baru juga dipengaruhi oleh ketentuan dalam
konstitusi yang berlaku. Di dalam konstitusi kita sebelum perubahan,
ketentuan tentang hak asasi manusia hanya berupa residu dari
kekuasaan. Padahal, dalam teori hubungan residual antara kekuasaan
dan hak asasi manusia, kekuasaan harus menj adi sisa dari hak asasi
manusia, bukan hak asasi manusia yang menjadi sisa dari kekuasaan.
Seharusnya hak asasi manusia diberikan sepenuhnya kepada rakyat
karena hal itu merupakan hak dasar yang menjadi alasan dibentuknya
negara dan pemerintahan. Hak asasi manusia bisa disisakan (residu)
sedikit untuk diberikan kepada pemegang kekuasaan sekadar untuk
dapat melindungi hak asasi manusia itu sendiri dan bukan malah
kekuasaan itu mengambil hak asasi manusia dengan sesuka hatinya.
Di Indonesia, pada masa lalu, yang terj adi justru kekuasaan disusun
dalam hubungan residual yang terbalik. Hak asasi manusia diakui,
tapi pelaksanaannya ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam
praktik pemegang kekuasaanlah yang menentukan hak asasi mana
yang boleh dinikmati dan hak asasi mana yang perlu dibatasi.
Ketentuan konstitusi (UUD 1945 yang asli) dengan residu terbalik
seperti itulah yang kerapkali dipergunakan oleh penguasa untuk
melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia
dengan membangun kekuasaan yang otoriter melalui akumulasi
kekuasaan yang terus berlangsung.

Dalam sistem pemerintahan Orde Baru yang otoriter negara
telah mengakumulasikan kekuasaan secara terus menerus sehingga
terjadi kesewenang-wenangan, tidak tegaknya hukum, dan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara massif.

Dari sudut pandang konstitusionalisme, reformasi yang kita
lakukan pada tahun 1998 itu dapat dilihat sebagai upaya untuk
menata tiga hal yang terkait konstitusionalisme, yakni perlindungan
hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum. Fakta
terjadinya krisis multidimensi merupakan pintu masuk yang dapat
dimanfaatkan untuk membangun sistem politik yang demokratis.
Dasarnya, hanya dengan sistem politik yang demokratislah rakyat
memiliki kesempatan untuk secara bersama-sama menentukan
haluan negara dan menentukan cara-cara yang harus ditempuh untuk
menyelesaikan krisis yang harus dihadapi secara bersama dan
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melembaga sebagai bangsa. Oleh sebab itu, demokrasi menjadi
tuntutan utama pada saat reformasi. Sementara untuk membangun
demokrasi langkah yang dipandang sangat penting adalah
mengamandemen UUD 1945, sebab pembangunan sistem kekuasaan
yang otoriter telah nyata-nyata dilakukan melalui celah-celah UUD
1945 yang sejak awal dinyatakan sebagai UUD kilat. Ada keyakinan
akademik saat itu bahwa tak mungkinlah kita membangun demokrasi
tanpa mereformasi konstitusi.

Berbagai studi akademik menyimpulkan bahwa demokrasi di
Indonesia tidak tumbuh karena para penguasa selalu membangun
otoritarianisme dengan memanipulasi tafsir terthadap UUD 1945 yang
asli itu. Meskipun sudah nyata bahwa di dalam UUD 1945 terdapat
asas demokrasi dan hukum, tetapi dalam prakteknya, pembuatan
hukum yang menyangkut kekuasaan selalu dihegemoni negara yang
direpresentasikan oleh Presiden yang sangat kuat karena sistem politik
yang executive heavy.

Dalam UUD 1945, infrastruktur, suprastruktur, dan agenda
politik nasional diatur dengan undang-undang, sementara undang-
undang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Dalam situasi presiden
mendominasi hampir seluruh kekuasaan negara karena sistem yang
berpusat pada Presiden itu, maka setiap undang-undang selalu
bertumpu pada kemauan Presiden. Dari sinilah kemudian Presiden
dapat memanipulasi pembuatan undang-undang secara terus-
menerus dan membangun sistem politik otoriter tanpa bisa dihambat.

Dengan amandemen terhadap UUD 1945 diharapkan sistem
politik dapat berubah menjadi demokratis sehingga kekuasaan
menjadi proporsional dan hak asasi manusia bisa dilindungi.
Berdasarkan hal tersebut maka arah reformasi konstitusi sekurang-
kurangnya dapat dipetakan ke dalam tiga hal. Pertama, memberikan
penegasan tentang ketentuan hak asasi manusia dalam konstitusi yang
harus membalik residu dari hak asasi sebagai sisa kekuasaan menjadi
kekuasaan sebagai sisa hak asasi; artinya kekuasaan negara itu
sebenarnya residu (sisa) dari hak asasi manusia yang dipisahkan
khusus untuk diberikan kepada kekuasaan negara agar dengan itu
negara mampu melindungi hak asasi manusia.

Ttulah sebabnya, ketentuan tentang hak asasi manusia baik,
yang dibuat secara orisinil oleh pendiri negara pada tahun 1945
maupun ditetapkan oleh konvensi internasional, dimasukkan ke
UUD 1945 hasil perubahan, sehingga tidak ada celah sedikitpun
untuk mempersoalkan kembali pentingnya isi hak asasi manusia. Di
sini jelas pula ditekankan bahwa hak asasi manusia adalah milik setiap
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orang dan seluruh warga negara. Pemerintah diberi sisa sedikit
(residu) dari hak untuk mengatur dan menjatuhkan tindakan-tindakan
hukum agar hak asasi manusia milik masyarakat tersebut dapat
terlindungi. .

Kedua, untuk melindungi hak asasi manusia dengan
pembalikan hubungan residual antara kekuasaan dan hak asasi
manusia, dibangun pula sistem pemerintahan yang bertumpu pada
checks and balances. Jika dahulu sistem pemerintahan kita bersifat
vertikal-hirarkis di mana kekuasaan bertumpu pada presiden (executive
heavy), sekarang dibangun dengan sifat horizontal-fungsional. Semua
lembaga negara berdiri sejajar dengan fungsi yang berbeda-beda.
Tidak ada suatu lembaga yang mendominasi kekuasaan negara kita.
Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.
Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK merupakan
lembaga negara yang sejajar dan hanya dibedakan oleh fungsinya
masing-masing. Lalu ada satu lembaga negara yang sifatnya
menunjang kekuasaan bidang yudikatif, yaitu Komisi Yudisial.
Semua lembaga negara itu terjalin dalam hubungan checks and
balances.

Ketiga, penguatan lembaga yudikatif. Amandemen UUD 1945
memberi perhatian pada lembaga yudikatif yang kuat dan
independen. Puncak kekuasaan kehakiman dipecah menjadi dua
yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
MA merupakan puncak peradilan untuk berbagai masalah yang
bersifat umum, sedangkan MK merupakan peradilan ketatanegaraan
yang diberi fungsi khusus dan bersifat limitatif. Wewenang-wewenang
limitatif MK meliputi pengujian undang-undang, mengadili sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
hasil pemilihan umum, sedangkan kewajiban MK adalah memutus
pendapat DPR bahwa presiden tidak memenuhi syarat lagi sebagai
presiden, baik karena pelanggaran hukum tertentu maupun karena
terjadinya keadaan baru terhadap Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa ada salah satu aspek
penting dalam reformasi konstitusi kita, yakni adanya politik atau
pembangunan politik hukum tentang hak asasi manusia. Dasarnya,
adanya konstitusi dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia,
dalam arti bahwa konstitusi mula-mula dibuat untuk melindungi hak
asasi manusia yang kemudian tentu saja memerlukan instrumen
hukum. Dengan asumsi bahwa hukum hanya bisa ditegakkan dengan
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baik dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis maka selain
mengurai dengan tegas tentang jenis-jenis hak asasi manusia di dalam
konstitusi itu ditegaskan juga pengaturan politik dan pemerintahan
yang demokratis. Dengan demikian, garis politik hukum tentang hak
asasi manusia pada masa reformasi menjadi semakin jelas. Politik
hukum hak asasi manusia diartikan sebagai garis resmi tentang
hukum hak asasi manusia yang akan diberlakukan negara dalam
rangka mencapai tujuan negara dalam perlindungan hak asasi
manusia sesuai dengan konstitusi. Politik hukum hak asasi manusia
menyangkut hukum-hukum tentang hak asasi manusia yang harus
dan akan diberlakukan di negara kita untuk mencapai tujuan negara
dalam perlindungan hak asasi manusia.

Pada awal reformasi, pertama-tama politik hukum hak asasi
manusia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi manusia. Pada tahun 2000 amandemen tahap
kedua UUD 1945 menambah lebih dari sepuluh pasal tentang hak
asasi manusia di dalam konstitusi tersebut. Lalu ada pengadilan 4d
Hoc yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu.
Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia juga ditata
kembali sehingga dapat berkinerja secara lebih efektif. Kekuasaan
kehakiman di bawah MA dijadikan satu atap, tidak lagi tersusun
secara dualistik seperti terjadi di masa lalu. Konstitusi membentuk
juga MK sebagai lembaga negara yang diberi fungsi mengawal
konstitusi dalam memberi perlindungan hak asasi manusia.

Buku yang ditulis saudara Suparman ini semula merupakan
disertasi tentang politik hukum hak asasi manusia di mana saya
menjadi promotornya. Buku ini menjelajahi hampir semua aspek
penting tentang hak asasi manusia pada masa Orde Baru serta
reformasi setelah itu. Buku ini penting karena kita bisa mengikuti
identifikasi dan uraian persoalan hak asasi manusia pada masa lalu
sekaligus melihat langkah dan mencari jawaban kekinian tentang
politik hukum hak asasi manusia pada era reformasi.

Bagi saya pribadi tampak jelas, dari sudut hukum materiil
melalui reformasi kita telah memiliki hukum tentang hak asasi
manusia yang sangat lengkap. Saya selalu mengatakan, hampir semua
instrumen hukum tentang hak asasi manusia sekarang ini telah kita
miliki. Pedoman yang bersifat abstrak tentang politik hukum hak
asasi manusia, meskipun tidak sempurna, sudah cukup kita miliki.
Yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana penegakannya
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di lapangan. Persoalan ini sangat terasa karena di lapangan masih
banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran itu
timbul karena berbagai faktor seperti karena tidak jelasnya reformasi
birokrasi penegakan hukum dan penyanderaan oleh pengalaman-
pengalaman masa lalu. Di sini letak pentingnya kehadiran buku ini.
Saya meyakini yang paling kita perlukan untuk saat ini adalah
pembenahan birokrasi penegak hukum yang dapat memutus belenggu
dan penyanderaan aparat untuk melakukan tindakan-tindakan yang
tegas.

Jika pembaca ingin mengetahui politik hukum hak asasi
manusia dalam arti norma-abstrak, buku ini adalah bahan yang cukup
lengkap. Di luar jawaban singkat saya tentang problem politik hukum
hak asasi manusia itu, buku ini penting karena kita dihadapkan pada
pertanyaan baru: mengapa ketika hukum tentang hak asasi manusia
di Indonesia sudah sangat lengkap, hak asasi manusia tidak juga dapat
ditegakkan dengan baik?

Jawaban atas itu menjadi tugas kita semua untuk me-
rumuskannya, baik sebagai konsep akademik untuk lanjutan buku
ini, maupun rekomendasi policy hak asasi manusia yang bisa
disampaikan kepada pemerintah.
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Bab 1
Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran dan Permasalahan

egara-negara yang baru lepas dari kekuasaan
I \l otoritarian selalu dihadapkan pada tuntutan
penyelesaian masalah-masalah politik, hukum dan
hak asasi manusia dalam negeri yang kompleks warisan rezim
otoritarian itu. Pada aspek politik ada desakan untuk
melakukan perubahan sistem politik ke arah sistem politik
yang demokratis. Pada aspek hukum didesakkan agenda
pembaharuan sistem hukum, atau paling tidak penegakan
hukum menuju tegaknya supremasi hukum, dan pada hak
asasi manusia (HAM) muncul tekanan untuk menegakkan
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM.

Dalam kaitan itulah, jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998
diikuti oleh desakan dari elemen-elemen demokrasi dalam
negeri dan dunia internasional agar pemerintahan B.J. Habibie
yang menggantikan Soeharto melakukan langkah-langkah
politik dan hukum yang tegas dan terarah guna mengakhiri
anasir-anasir kekuasaan otoritarian itu secara tandas, guna
membuka jalan bagi perubahan politik, penegakan hukum
dan hak asasi manusia.

Salah satu agenda yang mengemuka adalah desakan
agar segera dilakukannya kebijakan perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan HAM, baik yang sifatnya
tindakan kongkrit maupun perubahan landasan konstitusional
dalam UUD 1945 yang dipandang sebagai penyebab utama
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